PROVINSI JAWA TENGAH
~ PERATURAN BUPATI KARANGANYAR =~
~ NOMOR 3l TAHUN 291‘“7J:_~~

ERSYARATAN, RUANG LINGKUP; DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES
"+ SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA
KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES A R o
o BUPATI KARANGANYAR |

__~Menimbang  :  a. - bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Mcnten" L
.1 - Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan,

~ Ruang Lingkup, dan Tata Cara Pemberxan Hak Akses, serta
. Pemanfaatan  Nomor - Induk = Kependudukan, - Data =
e chendudukan, ‘dan - Kartu Tanda Penduduk Elektromk,, L
.. mendelegasikan kepada Bupat1 untuk memberikan izin hak
. akses data kependudukan. kepada petugas pada Instansi =~
. Pelaksana Kabupaten : dan lembaga pengguna tlngkat.
Kabupaten
.. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebaga.lmana dlmaksud FAS
. dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
 Persyaratan, Ruang Lingkup, dan Tata Cara Pemberian Hak =~
© .. Akses, serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Data :
Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektromk e

.~ ‘Mengingat. - : 1. .:_Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan, g
... . .. Daerah- daerah Kabupaten dalam Llngkungan Provms1 Jawa I
T ‘Tengah; - .0 LAl
20 Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admlmstrasx; S
SRR Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia- - Tahun =
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik .-
Indones1a Nomor 4674), sebagalmana telah diubah dengan =~
o Undang—Undang ‘Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan = -
. atas Undang-Undang Nomor 237 Tahun - 2006 tentang
SRR f_.Adm1mstras1 Kependudukan (Lembaran ‘Negara chubhk R
. Indonesia “Tahun - 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran =
' Negara Republik Indonesm Nomor 5475), T S
3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan cL
~ . Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara ‘Republik e
. Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negaraj"_f o
-~ Republik Indonesia Nomor 5234); . - S
4. . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan S
- Daerah_ (Lembaran Negara Repubhk Indonesia’ Tahun 2014
~ Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia =
- Nomor 5587), sebagalmana telah dlubah beberapa kali terakhlr L
D ’fdengan Undang-Undang Nomor . 9. Tahun 2015 . tentang-
-+ Perubahan Kedua atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 :
' tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran ‘Negara Republlk .
- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara :
o Repubhk Indonesm Nomor 5679), R, SRR




Peraturan Pemermtah Nomor 37 _.Tahun 2007 tentang
P_claksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi =Kependudukan (Lembaran Negara Republik
“Indonesia. Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
i Repubhk Indonesia Nomor 4736), sebagarmana telah diubah
- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang
.. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
~ tentang Pelaksanaan Undang~Undang Nomor 23 Tahun 2006
- tentang Administrasi Kependudukan  {Lembaran ‘Negara
. chubhk Indonesia ‘Tahun ' 2007  Nomor 80, T
Lembaran Negara: Repubhk Indonesia Nomor 4736), ‘
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang
* ‘Pedoman Pengkaj1an ‘Pengembangan, dan Pengelolaan Slstem
- Informasi Administrasi Kependudukan;
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang
: ,Persyaratan Ruang Lingkup, dan Tata Cara Pemberian Hak =
- Akses, serta Pemanfaatan Nomor Induk chendudukan Data S
- Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektromk e
~ Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 'I‘ahun
2011/ tentang  Penyelenggaraan Administrasi. Kependudukan _
o (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor =~
- 1), sebagaimana . telah diubah dengan ‘Peraturan Daerah =
e Kabupaten Karanganyar Nomor 12 . _Tahun 2014 tentang .
.. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar =
~ “Nomor 1 Tahun 2011 tentang. Penyelenggaraan Administrasi = .
- Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar"”
. Tahun 2014 Nomor 12); - - :
. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun P
.. .2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah o
“Kabupaten Karanganyar (I.cmbaran -Daerah Kabupatenf?};‘f.
. Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16; Tambahan Lembaran.if
~ Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67); -~
- 10. - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 20 16 tentang
_.: -~ Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan F‘ungm, serta Tata =
~ Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Benta Daerah R
Lo Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor,_93), iyl

MEMU’I‘USKAN

‘Menetapkan ;. PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN RUANG
- . . . LINGKUP, DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES, SERTA =
' PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA .
- KEPENDUDUKAN, . DAN. KARTU TANDA - PENDUDUK:' ~
ELEKTRONIK. - |

Dalam»Peraruran Bupat1 m1, yang dxmaksud dengan
.. 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar PRI
. Bupati adalah Bupati Karanganyar. = . . ° R
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupat1 dan Dewan.' _
" Perwakilan Rakyat Daerah - ‘dalam penyelenggaraan urusan
. pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. o
.. Dinas ' adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpll T
. Kabupaten - Karanganyar . yang. menyelenggarakan urusan, .
DRI 'Admmxstram Kependudukan ‘ T



Admmlstram Kependudukan adalah : rangkalan keg1atanj:
penataan dan penertlban dalam penerb1tan dokumen dan Data
Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan
Sipil, pengelolaan informasi Admlnlstras1 Kependudukan serta
. pendayagunaan hasﬂnya untuk pelayanan pubhk dan»
o pembangunan sektor lain.” : : :
. Sistem . Informasi- Admmxstram i Kependudukan yang
e selanjutnya d1s1ngkat SIAK adalah sistem informasi: yang
. memanfaatkan . teknologl informasi. dan - komun1kas1 untuk

memfasilitasi - o pengelolaan " informasi admlmstras1
kependudukan “divtingkat Penyelenggara “'dan’ “Dinas;
+ ' Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebaga1 satu kesatuan.. =~ v
7. Database adalah kumpulan berbagai j jenis data kependudukan B
. yang tersimpan secara sistematik, 'terstruktur dan saling - .
~ berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak L

-+ perangkat keras, dan j jaringan komunikasi data.: o
¢ .f‘-g.Penduduk adalah ‘Warga Negara Indonesm dan Orang Asmg L
. “.yang bertempat tinggal di Daerah. S
9.. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan / atau data'

~agregat. yang . terstruktur sebaga1 hasﬂ dan keglatan“;i

» pendaftaran penduduk dan pencatatan ‘sipil. - L L
~10. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya dlsmgkat NIK

. adalah nomor identitas Penduduk" ‘yang' bersifat’unik atau.

- khas, .tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar‘*‘}?;

- sebagai Penduduk Indonesia. e
11. Kartu Tanda Penduduk Elektronlk yang selan_]utnya dlsmgkat: o
" KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cipyang - -
merupaka.n identitas resmi penduduk sebageu bukt1 d1r1 yang
. diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. . B

'12.Pengguna Data adalah’ Orgamsam Perangkat Daerah dan g
;'Badan Hukum Indones1a yang memberikan pelayanan pubhk .
o yang'” ‘tidak memiliki hubungan vertlkal dengan lembagaf.;:’*-
o .i-‘;j-'pengguna di t1ngkat pusat g

-"13.Hak Akses adalah hak yang dlbenkan oleh Bupat1 kepada',

fi"petugas yang ‘ada pada. Instansi - Pelaksana . dan - ‘Lembaga

" Pengguna untuk: dapat mengakses Database kependudukani
. sesuai dengan izin yang diberikan. . ..

-~ 14. Pemanfaatan Data Kependudukan adalah pcndayagunaan data i

kependudukan untuk program perencanaan pembangunanf:;;f '
. Daerah, .. - . Y . v . PRI

SR '(1) Ruang hngkup pemanfaatan oleh lembaga pengguna, mehputlr.f o
-/ NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el. '
(2) NIK dan Data Kependudukan sebagalmana dlmaksud pada'
. ayat . (1), adalah :data yang telah :dikonsolidasikan dan‘® -
- .dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang: bersumber -
. dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan .
M menggunakan Sistem- Informam ‘Administrasi Kependudukan -
. - yangtersambung antara tempat pelayanan dengan Data Center, o
' ""};F.;Kementenan Dalam Negerl 8 » o




(1).,' Pelayanan Pemanfaatan NIK Data Kepcndudukan dan KTP-
. dilakukan oleh Dinas. 3
’(2) Dinas berwenang dan berkewa_uban melayam Pemanfaatan
. -NIK, Data. Kependudukan, dan KTP—el kepada Lembaga
2 -j‘Pengguna mehputl . R R

- a. Perangkat Daerah; -

.. petugas pada Dinas dan Lembaga Pengguna tmgkat Daerah.
L ~(2) Izin sebagaumana dlmaksud pada ayat (1) sebagai persyaratanl -
- pembuatan pelaksanaan perjanjian kerja sama. antara D1nasr7'¥a~.:.:
;-»jydengan Lembaga Pengguna tmgkat Daerah. B L
- (3) Naskah perjanjian kerja sama sebaga:mana dlmaksud pada ¥
-i- - ayat (2) sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih .
~.dahulu kepada Tim Koordinasi Kexja sama Daerah. Kabupaten‘ S
o }';_-Karanganyar dan untuk mcndapatkan penomoran. . T
° (4) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dlmaksud pada -
.. ayat (2) sebelum d1tandatangan1 harus dikonsultasikan terlebih
. dahulu kepada unit keqa yang menangam Kependudukan dan
i Pencatatan Slpll Prov1ns1 =- S v E

: BAB IV '.
TATA CARA PEM ANF AATAN

| },Pemanfaatan NIK Data Kep ndudukan dan KTP—el oleh 1embaga;
'f‘;v-_f;-pengguna tmgkat Daerah wa_ub menggunakan aphkas1 data ..
- ;-,warehouse yang dlbangun oleh Dlrektorat Jenderalé

a.’ permohonan permmtaan izin secara tertuhs dant: punpman,
' lembaga pengguna sebagmmana dlmaksud dalam Pasal 3 ayat o
. (2) kepada Bupati; . : e
b, pemberian izin pemanfaatan oleh Bupatl kepada lembaga T
.. pengguna tingkat Daerah; . - .- Cal
- ¢. penandatanganan perjanpan kelja sama antara Kepala D1nas
- . dengan Kepala/Pimpinan Lembaga Pengguna tingkat Daerah -
R sebaga1 tmdak lanjut darl pembenan 1zm pemanfaatan oleh,;-
oeoda pembentukan T1m 'I‘ekms oleh Iembaga pcngguna yang sudah
menandatangam Per_]anjlan Ker_]a sama; i
e.. pemberian hak akses oleh Bupati berdasarkan permmtaan darl
% lembaga pengguna yang sudah menandatangam Pexjanjlan.-.;i}'?f,
?.‘::;Ker_]a sa;[na, :" , :
.:Dinas melakukan pengendahan, pengawasan, dan evaluasa L
,g-terhadap lembaga pengguna secara 1n51dent11 dan berkala"f
o setlap 6 (enam) bulan, L : S N




< ':*,'*Bag1 Instanm Pengguna yang telah melaksanakan Per_;anjlan
~ Kerjasama pemanfaatan data kependudukan sebelum terbitnya -
e vPeraturan Bupati- 1n1, . Wa_]lb menyesuaikan dengan’ ketentuan;z
..+ Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam
LT bulan terhxtung sejak Peraturan Bupat1 ini dxundangkan o

o Peraturan Bupatl ini rnulau berlaku pada tanggal dlundangkan

g Bupat1 melaporkan hasﬂ pengendahan, pengawasan, da

. evaluasi terhadap lembaga pengguna tingkat Daerah kepada -
© . Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur secara 1ns1dent11 dan,};‘
o "'.,;fi;f,ﬂberkala set1ap 6 (enam) bulan v SRR

BABV
' KETENTUAN PERALIHAN

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Agar setiap ~ orang: mengetahulnya, memenntahkan }-:

. pengundangan Peraturan ‘Bupati ini dengan penempatannya' o

i Dlundangkan d1 Karanganyar
pada tanggal 24 Nom& ‘J.Ol'}

" BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 3{ -

dalam Berlta Daerah Kabupaten Karanganyar R

i Dltetapkan di Karanganyar
==cka anggal &4 Mat‘e’( 39(’}




